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ABSTRACT 

In responding to this PTSL (Land Redistribution for Social Purposes) 

program, the Batam City Kantah has the authority to implement the PTSL program 

within the Batam City area. However, the implementation of the PTSL program in 

Batam City is somewhat different from the standard PTSL implementation. This is 

because the lands in Batam City already have a status known as HAT (Right to 

Build), specifically HPL (Right to Cultivate). In the PTSL implementation in Batam 

City, the subjects holding HPL are exempted from paying the Annual Obligatory 

Money (UWT) and issued a Land Allocation Document (KSB) in the form of a 

Decree of Land Allocation (SKPT), Land Use Agreement (SPPT), and Location 

Determination (PL) to facilitate the granting of HPL. However, the issuance of the 

recommendation letter is hindered due to discrepancies in data between BP Batam 

and Batam City Kantah, causing delays in the PTSL implementation. 

The research method employed in this study is qualitative research with a 

descriptive approach. The use of qualitative research and a descriptive approach 

in this study is expected to examine and find solutions to the challenges of 

accelerating PTSL activities above HPL in the Batam City area. Additionally, the 

descriptive approach in this research is intended to narrate the obtained data and 

address all the issues in the intended research. 

During the implementation of the PTSL program in Batam City, various 

obstacles were encountered, both physical and juridical. Regarding physical data 

obstacles, a common issue is the absence of land boundary markers. Meanwhile, 

the juridical data obstacles found in the PTSL implementation are related to 

ownership data. In the PTSL implementation, factors inhibiting the issuance of 

recommendation letters were identified, including data discrepancies and the land 

status not being HPL, which affect the PTSL implementation in Batam City. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penguasaan hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang disahkan pada tanggal 24 September 

1960. UUPA didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alamnya 

untuk kesejahteraan rakyat (Andika. M. H., 2016).  

Dalam UUPA, Hak Atas Tanah adalah kekuasaan untuk menggunakan 

tanah, bumi, air, dan ruang di atasnya sesuai peraturan hukum yang berlaku. 

Konsep hubungan dengan tanah bermula dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang 

kemudian dibagi menjadi tiga yaitu Tanah Negara, Tanah Ulayat, dan Tanah 

Hak.  

Pemerintah Indonesia menggagas sebuah program pemberian 

kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dikuasaai masyarakat melalui 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang direncanakan 

program ini berjalan sampai dengan tahun 2025 mendatang. Hal ini sesuai 

dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018, dalam hal ini kantor 

pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia sebagai pelaksana kegiatan program 

PTSL. Dalam menyikapi program PTSL ini, Kantah Kota Batam memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan program PTSL di wilayah Kota Batam. 

Namun, pelaksanaan program PTSL di Kota Batam agak berbeda dari 

pelaksanaan PTSL pada umumnya. Hal ini dikarenakan tanah-tanah di Kota 

Batam telah memiliki status HATnya yaitu HPL.  

Berdasarkan UUPA, Hak Pengelolaan (HPL) sendiri tidak diatur 

ataupun tidak dijelaskan secara terperinci akan tetapi HPL secara tidak 

langsung dinyatakan dalam Hak Menguasai Negara (HMN). HMN adalah hak 

yang diberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan pemeliharaan 
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bumi, air dan luar angkasa, serta menentukan hubungan-hubungan hukum 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat (2) UUPA). Dasar dari 

HAT (HAT) oleh instansi Kementerian ATR/BPN yang menghasilkan Hak 

Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) berdasarkan usulan dan 

rekomendasi dari pemegang HPL (HPL) atau Badan Pengusahaan yang ada 

di Batam yaitu BP Batam. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, menetapkan 

bahwa pemegang tunggal tanah HPL dilimpahkan kepada Badan 

Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai instansi yang diberi kewenangan 

oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak semua kawasan 

HPL tersebut telah didaftarkan dan diterbitkan sertipikatnya oleh pihak 

Kantah Kota Batam. Hal ini berarti HPL yang diberikan kepada BP Batam 

terhitung secara efektif ketika HPL tersebut didaftarkan ke Kantsah Kota 

Batam (Winata, W.P., 2015). 

Pihak BP Batam sebagai pemegang HPL menggagas langkah 

pengalokasian lahan Kavling Siap Bangun (KSB) bagi masyarakat yang 

belum dapat membeli rumah di kawasan perumahan. Hal tersebut dilakukan 

agar seluruh masyarakat dapat memiliki tanah tempat tinggal diwilayah Kota 

Batam. KSB seakan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh 

alokasi tanah dengan harga terjangkau di Kota Batam, namun di balik hal itu 

terdapat kepastian hukum yang lemah terkait penguasaannya. Surat kavling 

yang menjadi dasar penguasaan KSB masih jauh prosesnya untuk dapat 

diterbitkan menjadi sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Dengan 

adanya KSB tersebut maka masyarakat yang telah memenuhi persyaratan 

berkas dari BP Batam dapat mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti program 

PTSL.  

Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 35 Tahun 2016 (Pemerintah 

Republik Indonesia 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan (PTSL) 

Diharapkan bahwa bantuan kepada masyarakat untuk memperoleh Hak Atas 
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Tanah (HAT) akan menjadi bukti kepemilikan. Dirjen Penetapan Hak dan 

Pendaftaran Tanah (PHPT) menekankan pentingnya menyelesaikan PTSL 

sesuai dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN. Melalui PTSL yang 

dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, masyarakat akan memperoleh 

kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan HAT secara pasti. 

Program PTSL mencakup semua bidang tanah tanpa terkecuali, termasuk 

yang belum bersertipikat atau belum terpetakan, dengan tujuan menciptakan 

peta lengkap. Upaya mewujudkan program percepatan pendaftaran tanah 

lengkap di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh kantah sebagai instansi 

yang memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara berkesinambungan 

untuk mencapai keadilan, pemerataan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

negara secara keseluruhan. 

Pelaksanaan kegiatan program PTSL di Kota Batam memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Salah satunya adalah 

penerbitan sertipikat hasil PTSL di Kota Batam diterbitkan sertipikat HGB 

yang tentunya berjangka waktu. Sertipikat ini digunakan sebagai dasar untuk 

masyarakat bahwa dia yang menguasai dan memiliki tanah tersebut. Program 

PTSL ini menjadi penting karena di Kota Batam target lokasi yang dijadikan 

lokasi adalah bidang tanah KSB. Dengan menggunakan surat kavlingnya 

masyarakat dapat memperoleh sertipikat HAT sehingga kepastian hukum dari 

tanahnya dapat terjamin (Effendi, W. R. dkk, 2019). 

Persyaratan administrasi pendaftaran tanah di Kota Batam diatur 

dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 17 Tahun 2017   

tentang Penyelesaian Administrasi Alokasi Lahan (KSB) menetapkan bahwa 

prosedur penerbitan rekomendasi pemberian HAT untuk pendaftaran 

sertipikat diatas tanah HPL harus melampirkan Dokumen Perjanjian 

Penggunaan Lahan dan identitas pengguna/pemohon KSB. Dalam 

pelaksanaan PTSL di Kota Batam subjek pemegang HAT dibebaskan 

pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) dan diterbitkan Dokumen Alokasi 

Lahan KSB berupa Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT), Surat 
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Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT) dan Penetapan Lokasi (PL) agar 

rekomendasi pemberian HAT dapat diberikan. Namun, pada kenyataannya 

meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat akan tetapi 

beberapa surat rekomendasi pemberian HAT tidak dapat diterbitkan dalam 

hal ini surat rekomendasi ini sebagai salah satu syarat dalam permohonan 

PTSL. Surat rekomendasi tidak dapat diterbitkan dikarenakan terdapat 

perbedaan data yang dimiliki oleh pihak BP Batam dengan data yang ada pada 

pihak Kantah Kota Batam sehingga pelaksanaan PTSL menjadi terhambat. 

Dengan demikian, maka perlu adanya sinkronisasi data yang dimiliki antara 

BP Batam dengan Kantah Kota Batam agar memberikan kemudahan bagi 

pihak BP Batam untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengajukan 

permohonan tanahnya di Kantah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

akibat dan dampak yang ditimbulkan dari tidak dikeluarkannya surat 

rekomendasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengajukan 

permohonan di Kantah. Selain itu, peneliti tertarik untuk meneliti solusi yang 

dapat diterapkan dalam penyelesaian problematika terkait tidak terbitnya 

surat rekomendasi tersebut. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti 

mengangkat judul penelitian, “Problematika dan Solusi Akselerasi 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Atas Tanah HPL 

(Studi Kasus di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Pelaksanaan PTSL di Kota Batam berbeda dengan di wilayah-wilayah 

lainya di Indonesia. Salah satu bentuk perbedaan dengan daerah lain yaitu jenis 

hak yang diberikan oleh Kantah Kota Batam adalah (SHGB) yang diterbitkan 

di atas HPL. 

Sertipikat HGB baru dapat diberikan kepada pemilik tanah melalui 

proses PTSL, setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang salah satunya 

mendapatkan surat rekomendasi dari pemilik HPL.  Proses pelaksanaan PTSL 

di Kota Batam harus disepakati oleh pemegang HPL agar Kantah dapat 
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mengeluarkan sertipikat HGB melalui surat rekomendasi dari BP Batam. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerbitan surat rekomendasi 

dalam pelaksanaan PTSL di Kota Batam Serta solusinya? 

2. Bagaimana penyelesaian problematika PTSL di Kota Batam pada aspek 

penerbitan surat rekomendasi serta capaian target penerbitan surat 

rekomendasi dalam program PTSL?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan ini dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerbitan surat rekomendasi 

dalam pelaksanaan PTSL di Kota Batam serta solusinya. 

2. Mengetahui penyelesaian problematika PTSL di kota batam pada aspek 

penerbitan surat rekomendasi serta capaian target penerbitan surat 

rekomendasi dalam program PTSL. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata, 

yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu 

baru serta sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama pendidikan 

di kampus. 

2. Bagi Kementerian ATR/BPN 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar proses pendaftaran tanah di 

Kota Batam diperhatikan secara khusus sehingga program PTSL di Kota 

Batam dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia. 
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3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dapat memperkaya literatur ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pelaksanaan PTSL di atas Tanah HPL dan pentingnya surat rekomendasi 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Batam sehingga dapat 

mencegah terjadinya permasalahan. 
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BAB VII  

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

1. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penerbitan surat rekomendasi 

yaitu: a) Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pihak BP Batam 

berdasarkan pada daftar yang diajukan oleh pihak Kantah Kota Batam. 

Daftar permohonan tersebut diperoleh melalui data yang diajukan oleh 

masyarakat. Data permohonan yang diajukan oleh pihak Kantah hanya 

dalam bentuk daftar list sehingga data yang disajikan pada daftar tersebut 

tidak lengkap atau tidak sesuai; b) Sebagian masyarakat yang masih tinggal 

pada tanah yang belum berstatus HPL tidak akan pernah memperoleh 

kepastian hukum terhadap tanah yang didudukinya sehingga sulit untuk 

mendapatkan surat rekomendasi dari pihak pengelola BP Batam. 

2. Program PTSL di Kota Batam menggunakan surat rekomendasi sebagai 

persyaratan untuk ikut serta. Selama program berlangsung, muncul kendala 

fisik dan hukum. Dari 501 permohonan rekomendasi, 169 diterima, 

sementara 332 ditolak. Kantah mengatasi kendala hukum dengan meminta 

BP Batam, pengelola rekomendasi, menerbitkan surat untuk kavling yang 

memenuhi syarat sertifikat. BP Batam menciptakan program pemotongan 

biaya kavling untuk dorong legalisasi. Semua usaha ini mendukung 

pelaksanaan PTSL 2022 di Kota Batam. 

7.2 Saran 

1. Terkait perbedaan data dapat diatasi melalui sinkronisasi secara rutin data 

antara kedua instasi untuk update data sehingga keterlambatan antar instansi 

dapat diminimalisirkan yang dapat ditempuh dengan melakukan evaluasi 

proses dan metode pengumpulan data dengan melakukan peninjauan proses 

dan metode pengumpulan data dari kedua instasi sehingga dapat 

memastikan bahwa pada saat pengumpulan tidak terjadi perbedaan ataupun 

standar yang berbeda. 
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2.  Pihak BP Batam dan Kantah untuk selalu melakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam penerbitan surat rekomendasi dapat diatasi dengan menciptaka 

terobosan yang dapat menimalisir peluang timbulnya kendala serta sering 

melakukan koordinasi agar dapat menyamakan persepsi terhadap kualitas 

data yang dimiliki antara kedua instansi atau lembaga.  
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